PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyederhanaan dan perbaikan sistim,
jenis dan struktur Retribusi Daerah, yang sekaligus sebagai
upaya peningkatan pendapatan Daerah berdasarkan Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah. Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Pelayanan Kesehatan ;

b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan
Daerah tersebut huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan
perkernbangan keadaan, oleh karena itu dipandang perlu
mencabut dan menetapkan kembali Retribusi Pelayanan
Kesehatan Di Rumah Sakit Daerah dengan Peraturan
Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai
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Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor, 202, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4022);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk
Rancangan =~ Undang-undang,  Rancangan  Peraturan
Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 70);

10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Nomor I Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Dilingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah Tahun 1988 Nomor 9 seri D Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun
2002 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Realisasi
Penerimaan Daerah Kepada Instansi Penghasil / Pemungut /
Pengelola (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2002 Nomor 120).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN D1
RUMAH SAKIT DAERAH

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

e

Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah ;

Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom yang lain
sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
Desentralisasi;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Badan Legislatif Daerah ;
Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah ;

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan,
Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga,
Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Lainnya ;

Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan
kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan , Rehabilitasi
Medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya ;

Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Daerah Dr. Moewardi Surakarta, Rumah Sakit
Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, Rumah Sakit Daerah Tugurejo
Semarang termasuk didalamnya Rumah Sakit Kelet / Donorejo milik Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah, yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada
masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub-
spesialistik sesuai dengan kemampuannya ;

Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang secara teknis dan medis
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan
Taktis operasional bertanggungjawab kepada Gubernur Jawa Tengah ;

Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis,
pengobatan, rehabilitasi medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya tanpa tinggal di
ruang rawat inap ;

Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnostik,
pengobatan, rehabilitasi medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya dengan menempati
tempat tidur di ruang rawat inap;

Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kepada pasien tingkat lanjutan yang
harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau
cacat;

Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada
pasien untuk observasi, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medik dan Pelayanan
Kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur selama kurang dari 1 (satu) hari;
Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga
medik ;

Pelayanan Non Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh
selain tenaga medik ;

Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan
pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan ;

Pelayanan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan ;

Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan untuk penunjang penegakan
diagnosis dan terapi;

Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang
diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi
akupasional, terapi wicara, ortotik / prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa
psikologi rehabilitasi lainnya ;

Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya
penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi
dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit:
Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit
yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik ;

Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk
konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya ;

Pelayanan Medico legal adalah Pelayanan Kesehatan yang berkaitan dengan
kepentingan hukum ;

Pemulasaraan / Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan
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jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk
kepentingan Pelayanan Kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan ;

26. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di
Rumah Sakit, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa
pelayanan yang diterima ;

27. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan atas jasa yang
diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi,
visite, rehabilitasi medik atau pelayanan lainnya ;

28. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oieh Rumah Sakit atas pemakaian sarana
dan fasilitas Rumah Sakit dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan
rehabilitasi;

29. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas Rawat Inap beserta perlengkapannya yang
terdiri dari makan, minum, laundry, linen, sterilisasi, sanitasi, perbaikan /
pemeliharaan, air dan listrik serta ruang fasilitas menginap lainnya di Rumah Sakit;

30. Penggunaan Bahan Habis Pakai adalah penggunaan bahan-bahan habis pakai yang
digunakan langsung oleh pasien yang meliputi. bahan kimia habis pakai alat
kesehatan habis pakai, obat-obatan yang digunakan dalam rangka observasi,
diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi, penggunaan bahan habis pakai dihitung
sendiri tidak termasuk jasa sarana ;

31. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang
Rawat Inap ;

32. Penjamin adalah orang atau Badan sebagai penanggung Retribusi Pelayanan
Kesehatan dari seseorang yang menggunakan / mendapat pelayanan di Rumah Sakit;

33. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai
imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh
Rumah Sakit dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat di
Rumah Sakit;

34. Unit Cost adalah hasil perhitungan keseluruhan biaya untuk digunakan
melaksanakan satu kali kegiatan pelayanan yang digunakan Rumah Sakit;

35. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah
Sakit Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;

36. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;

37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat
Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi ;

38. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besamya Retribusi yang harus
dibayar oleh Wajib Retribusi;

39. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh
Wajib Retribusi sesuai dengan tarif Retribusi dengan Surat Ketetapan Retribusi
Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau tempat lain yang
ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;

40. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah berupa
Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga
atau denda ;

41. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah
data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
Retribusi;

42. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi
Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang
bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan
jumlah Retribusi yang terutang ;

43. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang
tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah
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Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang ;

44. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan
dari suatu perikatan dengan lewatnya sewaktu-waktu tertentu dan atas syarat-syarat
yang ditentukan oleh Undang-undang;

45. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik,
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan
tersangkanya ;

46. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai
Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang
untuk melakukan penyidikan.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran
atas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit.

Pasal 3
Obyek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit.

Pasal 4
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan Pelayanan
Kesehatan di Rumah Sakit.

BAB II1
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Golongan Retribusi Jasa
Umum.

BAB 1V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN
RETRIBUSI

Pasal 6
Tingkat penggunaan Retribusi dihitung berdasarkan :
a. Frekuensi pelayanan ;

b. Jenis pelayanan ; dan
c. Kelas pelayanan.
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